
 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 PERATURAN DAERAH KOTA BATU 

NOMOR  3   TAHUN 2015 

 

TENTANG 

  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang : a. bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Batu tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014; 

SALINAN 

WALIKOTA BATU 



Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

4. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4027); 

  



17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  

tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437); 

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 



29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5372);  

35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

 



36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015  

37. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendpatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694); 

39. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

40. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 81); 

 

 



41. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 

42. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 334); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2005; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 

Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Serta Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional; 

  



48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/ 

2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi 

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011; 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana 

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan 

Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 19/PMK.07/2013; 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014; 

52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.07/ 

2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Pajak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

77/PMK.07/2014 tetang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor:202/PMK.07/ 2013; 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.07/ 

2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.07/2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 1/PMK.07/2014; 

55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.07/ 

2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

Tahun Anggaran 2014; 

56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.07/ 

2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota Tahun Anggaran 2014; 

57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan 

Gas Bumi Tahun Anggaran 2014; 

58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi 

Tahun Anggaran 2014; 

59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun 

Anggaran 2014; 

60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 85/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 

2014; 

61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 

Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Batu Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2006 Nomor 6/A); 



62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E); 

63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B); 

64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2009 Nomor 2/B); 

65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata 

Resource (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 

Nomor 2/E); 

66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 1/B); 

67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 2/B); 

68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor  4  Tahun 2010 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 3/B); 

69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor  5  Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 4/B); 

70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B); 

71. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 6/B); 

72. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C); 



73. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C); 

74. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Raya 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 

3/C); 

75. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 4/C); 

76. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B); 

77. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C); 

78. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan 

Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2010 Nomor 6/C); 

79. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2011 Nomor 1/B); 

80. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2011 Nomor 1/E); 

81. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E); 

82. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2011 Nomor 3/E); 

83. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 

2/A);  

84. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D); 



85. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 

Nomor 2/B);  

86. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C); 

87. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E); 

88. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu 

Kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);  

89. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2013 Nomor 1/D); 

90. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 2/D); 

91. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 

Nomor 3/D); 

92. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Batu (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2013 Nomor 4/D); 

93. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/E); 

94. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2013 Nomor 3/A); 



95. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 2/A). 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU 

dan  

WALIKOTA BATU 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

 

Pasal 1 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

 

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp703.680.192.404,53 

b. Belanja (Rp 632.737.653.584,00) 

Surplus Rp  70.942.538.820,53 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp114.971.695.680,37 

- Pengeluaran  (Rp       425.928.800,00) 

Pembiayaan Netto Rp114.545.766.880,37 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Rp185.488.305.700,90 



Pasal 3 

 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 

 

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi 

pendapatan sejumlah Rp25.079.741.771,53 dengan 

rincian sebagai berikut:  

a. Anggaran Pendapatan  

 setelah Perubahan Rp678.600.450.633,00 

b. Realisasi Rp703.680.192.404,53 

     Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 25.079.741.771,53) 

 

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja 

sejumlah Rp159.448.563.929,37 dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja setelah  

 Perubahan          Rp792.186.217.513,37 

b. Realisasi   Rp632.737.653.584,00 

 Selisih Lebih/(Kurang)  Rp159.448.563.929,37 

 

(3) Selisih anggaran surplus/defisit  dengan  realisasi  

surplus/defisit sejumlah Rp184.528.305.700,90 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplus/defisit setelah Perubahan          

(Rp113.585.766.880,37)   

b. Realisasi    Rp  70.942.538.820,53 

 Selisih Lebih/(Kurang)  (Rp184.528.305.700,90) 

 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 

pembiayaan sejumlah Rp40.000.000,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan  

 setelah perubahan         Rp115.011.695.680,37 

b. Realisasi Rp114.971.695.680,37 

     Selisih Lebih/(Kurang)   Rp        40.000.000,00 

 

 

 

 

 



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan  

 setelah perubahan  Rp1.425.928.800,00 

b. Realisasi  Rp   425.928.800,00 

 Selisih Lebih/(Kurang)   Rp1.000.000.000,00 

 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

sejumlah Rp960.000.000,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Anggaran pembiayaan neto 

    setelah perubahan Rp113.585.766.880,37 

b. Realisasi Rp114.545.766.880,37 

    Selisih Lebih/(Kurang)  Rp       960.000.000,00 

 

 

Pasal 4 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b 

per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp1.413.897.311.758,25 

b. Jumlah Kewajiban Rp       7.612.265.165,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp1.406.285.046.593,25 

 

 

Pasal 5 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Saldo Kas 1 Januari 2014 Rp114.844.549.105,86 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi              

Rp206.636.251.354,53 

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset  

 Non Keuangan                  (Rp136.626.885.534,00) 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan                                                                                                                                                                                                                             

    (Rp    298.782.225,49)  

 

 



e. Arus Kas dari Aktivitas  

f. non Anggaran        (Rp          941.671,00) 

g. Saldo Akhir Kas di BUD Rp184.554.191.029,90 

h. Saldo Akhir Kas di Bendahara  

i. Pengeluaran  Rp              941.671,00 

j. Saldo Akhir Kas di Bendahara  

k. Dana Kapitasi JKN Rp       933.173.000,00 

l. Saldo Akhir Kas  

m. 31 Desember 2014          Rp185.488.305.700,90 

 

 

Pasal 6 

 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 

memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif 

atas pos-pos laporan Keuangan. 

 

 

Pasal 7 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran  

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran menurut urusan   

pemerintahan daerah dan 

organisasi   

Lampiran I.2 : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset   

Lampiran I.3 : Daftar Piutang Daerah 

Lampiran I.4 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi 

Daerah) 

Lampiran I.5 : Daftar Hutang Pihak Ketiga 

b. Lampiran II  : Neraca 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan 

 

 



Pasal 8 

 

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2014. 

 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 3/A 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 242-

3/2015 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal 7 September  2015 
 

 

WALIKOTA BATU, 
 

ttd 
 

EDDY RUMPOKO 

 

Diundangkan di Batu 
pada tanggal 7 September 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

W I D O D O 
 


